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ABSTRAK

Potensi zakat profesi di Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi karena banyak
masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta yang
pendapatannya sudah mencapai nishab. Namun masih banyak masyarakat yang
minim kesadaran dan pengetahuan tentang sistem pengeluaran zakat profesi,
sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama para pegawai negeri
sipil (PNS) untuk membayarkan zakat profesinya. Meskipun setiap tahunnya
muzaki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Oleh karena itu tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan zakat profesi di
Baznas Banjarnegara serta upaya apa yang dilakukan Baznas Banjarnegara dalam
peningkatan kualitas kesadaran berzakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Sumber data
didapatkan dari sumber primer dan sumber sekunder.Data yang dikumpulkan
dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi yang ada di
Baznas Banjarnegara sudah baik tetapi masih banyak pegawai sipil negeri (PNS)
yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat dan terdapat upaya yang
digunakan Baznas Banjarnegara dalam pengelolaan zakat profesi untuk
meningkatkan kesadaran berzakat yaitu melalui edukasi dan sosialisasi. Melalui
edukasi dengan memberikan wawasan tentang kewajiban membayar zakat
sedangan dengan melalui sosialisasi Baznas Banjarnegara mempunyai dua cara
sosialisasi yang digunakan, pertama melalui sosialisasi tatap muka, yang disini
sosialisasi dalam bentuk pertemuan dengan calon muzaki yang difokuskan pada
pegawai negeri sipil (PNS). Yang kedua melalui sosialisasi dengan menggunakan
media sosial seperti membuat poster, pamflet, update program di media sosial.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Zakat Profesi, Kesadaran


mailto:syafiiattunnahdah@gmail.com

Management Of Professional Zakat As An Effort To Improve The Quality Of
Zakat Awareness At The Banjarnegara Baznas

By: Syafiiattun Nahdah
NIM.1917204040

Email: syafiiattunnahdah@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic
Business, State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The potential for professional zakat in Banjarnegara Regency is quite high because
many people work as government employees (PNS) and in the private sector whose
income has reached the nishab. However, there are still many people who have
minimal awareness and knowledge about the professional zakat disbursement
system, so there is still a lack of public awareness, especially among government
employees (PNS), about paying their professional zakat. Although every year
muzaki has increased, it is not yet optimal. Therefore, the aim of this research is to
analyze how professional zakat is managed at Baznas Banjarnegara and what efforts
Baznas Banjarnegara has made to improve the quality of zakat awareness.

This research uses a descriptive qualitative approach. Data sources were obtained
from primary sources and secondary sources. Data was collected through
interviews, observation and documentation. Test the validity of the data using
source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. This research
uses data analysis techniques for data collection, data reduction, data presentation,
and drawing conclusions.

The results of this research show that the management of professional zakat in
Baznas Banjarnegara is good but there are still many government employees (PNS)
who do not have the awareness to pay zakat and there are efforts used by Baznas
Banjarnegara in managing professional zakat to increase awareness of zakat,
namely through education and socialization. Through education by providing
insight into the obligation to pay zakat, while through socialization, Baznas
Banjarnegara has two methods of socialization that are used, first through face-to-
face socialization, which here is socialization in the form of meetings with muzaki
candidates focused on the government employees (PNS). The second is through
outreach using social media such as making posters, pamphlets, program updates
on social media.

Keywords: Zakat Management, Professional Zakat, Awareness
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama
Islam terbesar di dunia, telah mempunyai Undang-Undang tentang zakat yaitu
dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 yang kemudian direvisi
dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga
pengelolaan zakat menjadi sangat strategis di Indonesia. Sehingga pengelolaan
zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara
umum, perkembangan mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan
menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang
semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas
dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu
pemerintah Indonesia turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat

dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat.

Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat hingga Undang-Undang ini dianggap kurang sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat
yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, wewenang,
dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Perkembangan ekonomi Islam sangat
berpengaruh pada jumlah pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Secara
langsung hal tersebut berkorelasi pada penurunan angka kemiskinan yang ada

di Indonesia.

Pemerintah dipandang perlu untuk memfasilitasi para Aparatur Sipil
Negara dalam membayar zakat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat
pada masing-masing Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), pada tahun 2021 realisasi zakat yang dapat dikumpulkan baru



mencapai 14,1 Trilyun dari potensi yang dapat dicapai sebesar 239 Trilyun
pertahunnya (Tritama Helmi Supan;ji,2022).

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) terbaru, jumlah penduduk di
Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan
2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan
2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Secara
tren, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015-

2023. Hal ini seperti terlihat pada grafik berikut

Gambar 1 Jumlah Penduduk Indonesia

Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2023)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023
Dibandingkan tujuh tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada
pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%. Pada pertengah 2015, jumlah penduduk
Tanah Air baru mencapai 255,58 juta jiwa. Adapun sumber data yang digunakan
BPS ini merupakan data hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk. Untuk
tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh
dari hasil proyeksi penduduk (BPS :2023)

Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk
The muslim 500 edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia
mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di kawasan

negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Populasi



muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia. Hal

ini terlihat seperti pada grafik berikut

Gambar 2 Jumlah Populasi Muslim

Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN (2023)
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Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Seperti halnya grafik di atas dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia
mayoritas adalah beragama muslim, maka dari itu sangat berpotensi dan
berperan besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera
dan berkeadilan. Oleh karenanya, sebagai instrumen atau alat yang dapat
digunakan untuk persatuan umat Islam yang paham akan kewajiban berzakat
karena di dalam rukun Islam sendiri zakat merupakan salah satu dari bagiannya.
Tetapi, banyak pula yang tidak mengetahui bagaimana cara menunaikan ibadah
zakat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat dan pemerintahan

(Kementerian Agama,15).

Zakat profesi dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu,
baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau lembaga lain.
Yang mendatangkan penghasilan (uang) memenuhi nishab. Sebagian kalangan
berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak ada dalam ajaran Islam, karena zakat

profesi tidak ada pada zaman Rasulullah, yang ada hanya zakat mal (zakat



harta). Zakat profesi juga tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam,
sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan sebagai zakat
harta (simpanan atau kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang
apabila sudah memenuhi ketentuannya maka wajib baginya untuk menunaikan
zakat profesinya. Zakat profesi sendiri masih menjadi perdebatan dikalangan
ulama, dimana beberapa ulama tidak setuju dengan adanya zakat profesi, salah
satunya adalah penilaian dari Syeikh Muhammad Bin Shaleh Al Utsaimin yang
menyatakan bahwa dengan upah bulanan yang diterima oleh seseorang secara
konsisten lalu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak ada
kelebihan hingga dua bulan berikutnya, maka pada saat itu tidak ada zakat
karena sebagian dari syarat zakat suatu harta adalah telah lewat masa nishab
harta tersebut (Jalil, 2019). Namun demikian ada juga ulama yang menjadi
penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh
Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Kajian dan praktik zakat
profesi di Indonesia sendiri mulai marak kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan
awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul
Fikih Zakat yang terbit tahun 1999.

Badan Zakat Nasional sering didengar dengan sebutan BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan yang berwenang dan adil dibentuk
oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 Tentang
Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dengan tugas dan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat
Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diumumkan sebagai lembaga
pemerintah nonstruktural yang bebas dan bertanggungjawab kepada Presiden
melalui Menteri Agama. Dengan car aini, Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) bersama dengan otoritas publik bertanggungjawab untuk
mengawasi pengelolaan zakat yang berdasarkan hukum Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.



Pada setiap daerah, pemerintah telah mendirikan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat yang dibentuk
pemerintah, selain itu agar masyarakat mudah membayarkan zakatnya di Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2020).Seperti yang telah disebutkan
sebelumnya bahwa pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) di tiap daerah, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara). Dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Baznas Kabupaten Banjarnegara
merupakan salah satu pengurus organisasi atau lembaga pengelolaan zakat di

Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai kekuatan hukum, resmi, dan legal.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk
BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor
SK 451.10322 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten
Banjarnegara pada tahun 2002 diadakan perubahan struktur kepengurusan BAZ
dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/275 Tahun 2002, pengumpulan
dana pun mulai dilaksanakan. Sebagai regulasi terhadap Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bulan April terbentuk
kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Banjarnegara dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/84 Tahun 2017
tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pimpinan Baznas Kabupaten
Banjarnegara telah dikukuhkan oleh Bupati Banjarnegara pada tanggal 11
Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor: 452/548
Tahun 2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Zakat profesi di Baznas Banjarnegara masih didominasi oleh para
pegawai negeri sipil (PNS) saja, padahal yang dimaksud zakat profesi adalah
zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi
dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nishab. Hasil wawancara
yang dilakukan bersama Staff Sekretaris (Bapak Toyib) mengatakan bahwa

yang menjadi kendala pelaksanaan zakat profesi itu sendiri adalah masih



kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang adanya zakat profesi
yang harus dibayarkan. Untuk banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah PNS Banjarnegara

Jabatan PNS Laki-laki PNS Jumlah
Perempuan
Jabatan Pimpinan Tinggi 17 1 18
Pratama
Administrator 95 37 132
Pengawas atau Supervisor 226 154 380
Eselon V/5™ Echelon 3 3 6
Jabatan Fungsional Guru 1405 2112 3517
Jabatan Fungsional Medis 179 819 998
Jabatan Fungsional Teknis 121 71 192
Jabatan Fungsional Umum 1315 893 2208
Jumlah 3361 4090 7451

Sumber: https://banjarnegarakab.bps.go.id, 2022

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa perlunya meningkatkan
kesadaran untuk membayar zakat profesi. Dengan meningkatnya kesadaran
berzakat untuk membayar zakat profesi tentu akan berpengaruh baik terhadap
pengelolaan zakat profesi yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk
meneliti lebih jauh dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya

Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas Banjarnegara”.

. Definisi Operasional
Definisi operasional bertujuan untuk membantu pembaca dalam
memahami istilah atau konsep yang perlu ditegaskan dalam penelitian. Definisi

operasional dalam penelitian ini adalah:


https://banjarnegarakab.bps.go.id/

1. Zakat Profesi
Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari
pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai
syariat, seperti upah kerja rutin, profesi pegawai negeri sipil (PNS), dokter,
dan lain-lain. Menurut Didin Hafidhudin (2004:103), zakat profesi adalah
zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang
dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga lain yang
mendatangkan penghasilan (uang) yang mencapai nishab (batas minimum
untuk berzakat).
2. Pengelolaan Zakat
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang
Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki
atas dasar pemberitahuan muzzaki. Zakat yang dikumpulkan kemudian
didistribusikan untuk mustahiq dengan berbagai pendayagunaan konsumtif
maupun produktif.
3. Kualitas Kesadaran
Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau
derajat sesuatu. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti Insaf, merasa
tahu, dan mengerti. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan
individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan
dirinya sendiri (melalui panca indera) dan mengadakan pembatasan
terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).
Menurut poedjawjatua, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu.

Mengetahui atau sadar tentang keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka

penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini:



1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada pada Baznas Banjarnegara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Baznas Banjarnegara untuk
meningkatkan kualitas kesadaran berzakat masyarakat?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini, terdiri dari:

a. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas
Banjarnegara.

b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Baznas Banjarnegara
untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat masyarakat?

2. Manfaat penelitian, meliputi:

a. Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan
rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam meningkatkan
pengelolaan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kualitas
kesdaran berzakat.

2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat
profesi sebagai upaya peningkatan kualitas kesadaran berzakat.

b. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta

peningkatan khazanah keilmuan dan sebagai slah satu bahan
pertimbangan ataupun sumber referensi dalam membuat karya-karya
ilmiah bagi civitas akademika maupun pihak-pihak lain yang

membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini supaya lebih terarah dan fokus dalam
pembahasannya, maka penulis membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab
dan kemudian dari masing-masing bab, kemudian dari masing-masing bab akan
diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bab i pendahuluan, Pada bab ini berbicara mengenai latar belakang masalah,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

dan sistematika penulisan.

Bab ii landasan teori, Pada bab ini berbicara mengenai landasan teori dari
kajian Pustaka dan kerangka teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini

adalah teori tentang pengelolaan.

Bab iii metodologi penelitian, Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah

menggunakan metode kualitatif.

Bab iv hasil penelitian dan pembahasan, Dalam bab ini akan membahas
tentang gambaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Banjarnegara dan juga pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas

Banjarnegara.

Bab v penutup, Adapun bagian dari penutup meliputi kesimpulan dari hasil

penelitian, saran, dan penutup.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1.

Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian
tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu
hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.
Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai bentuk untuk melakukan sesuatu
agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho (2003,119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah
yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan
berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses
mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi
pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses
mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang
ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu, pengelolaan sebagai fungsi
manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan

pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajeman pada umumnya
sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan
pengawasan. Istilah manajemen berasal kata fo manage yang berarti
menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas dapat
disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya
melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen
seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien.

Menurut Fakhruddin (2008,193-194), pengelolaan dana dana zakat

adalah apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri

10



11

zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat kriteria mustahiq sejalan
dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60 akan tetapi sejalan
dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi
Muhammad SAW tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat
Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini
dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari

penumpukan zakat pada mustahiq tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengelolaan zakat sebagaimana
dijelaskan sebelumnya adalah kegiatan yang diawali dengan perencanaan,
dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta
pengumpulan (collecting) data muzaki dan mustahig, kemudian
pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan
Pertimbangan, Dewan Pengawas dan badan Pelaksana), penempatan orang-
orang (Amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan
ditunjang dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta
pembinaan baik kepada muzaki maupun mustahig dan terakhir adalah
pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional
pengelola zakat. Keempat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus
dilakukan terutama oleh Lembaga Pengelola Zakat baik oleh BAZ (Badan
Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Dasar Hukum tentang pengelolaan zakat ada pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan
syariat Islam. Sebagaimana dasar hukum tentang pengelolaan zakat berikut

ini pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Tabel 2 Pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
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Asas

Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian

hukum terintegrasi dan akuntabilitas (pasal 2).

Tujuan

Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta
manfaat zakat untuk kesejahteraan dan

penanggulangan kemiskinan (pasal 3).

Cakupan Dana Zakat

Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, dimana
zakat diambil muzaki perseorangan atau badan

usaha (pasal 4).

Organisasi  Pengelolaan

Zakat Nasional

Pengelolaan zakat nasional dilakukan BAZNAS
yang berkedudukan di ibukota negara, lembaga
pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan
bertanggung jawab kepada presiden melalui
Menteri Agama (pasal 5). BAZNAS merupakan
satu-satunya  lembaga ~yang = berwenang
melakukan tugas pengelolaan zakat nasional

(pasal 6).

Regulator dan Operator

BAZNAS menyelenggarakan fungsi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta
pelaporan dan pertanggung jawaban dari
kegiatan pengelolaan zakat nasional
(pengumpulan pendistribusian dan
pendayagunaan zakat) BAZNAS ke presiden
melalui Menteri agama dan DPR paling sedikit

1 tahun sekali (pasal 7).

Kelembagaan Regulator

dan Operator

BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8

orang unsur masyarakat dan 3 orang unsur
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pemerintah (pasal 8), masa kerja 5 tahun dan di
angkat kembali untuk 1 kali masa jabatan (pasal
9) di angkat dan diberhentikan oleh presiden atas
usul Menteri agama (pasal 10), memenuhi
persyaratan antara lain beragama Islam, bukan
anggota polittk dan memiliki kompetensi di
bidang pengelolaan zakat (pasal 11), dan
melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretaris

(pasal 14).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di
tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten atau kota oleh Menteri
agama atas usul gubernur bupati atau walikota
dan setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
(pasal 15). BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ di
instansi ~ pemerintah, BUMN, BUMD,
Perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri,

kecamatan dan kelurahan atau desa (pasal 16).

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan
pengelolaan  zakat, = masyarakat  dapat

membentuk LAZ (Pasal 17).

Operator Pendukung
Operator Bentukan
Masyarakat

Pendaftaran dan
Perizinan Operator
Bentukan Masyarakat

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari
Menteri agama, dimana izin diberikan apabila
memenuhi syarat paling sedikit: terdaftar
sebagai ormas Islam, berbadan hukum,

mendapat rekomendasi BAZNAS, memiliki
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dewan pengawas syariah, memiliki kemampuan
teknis, administratif dan keuangan, bersifat
nirlaba, memiliki program untuk
mendayagunakan zakat, dan bersedia di audit
syariah dan keuangan secara berkala (pasal 18),
LAZ wajib melaporkan secara berkala
pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah di

audit ke BAZNAS (Pasal 19).

Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS atau LAZ

dikurangkan dari pkp (Pasal 19).

Zakat wajib di distribusikan sesuai syariat (pasal
12) dan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,
dan kewilayahan (pasal 26). Zakat dapat di
dayagunakan untuk usaha produktif apabila
kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi (pasal
28).

Insentif Pajak
Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat
Penghimpunan dana
khusus

Selain zakat, BAZNAS atau LAZ juga
menerima infak atau sedekah dan dana sosial
keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah

(Pasal 28).

Pelaporan ke otoritas
pengawas dan  self-

regulation

BAZNAS kabupaten atau kota wajib
menyampaikan laporan ke BAZNAS provinsi,
BAZNAS provinsi dan LAZ menyampaikan
laporan ke BAZNAS pusat, BAZNAS pusat

menyampaikan laporan kepada Menteri agama
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dan mempublikasikannya di media cetak atau

elektronik (Pasal 29).

Pembiayaan

BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil (Pasal
30). BAZNAS provinsi dan kabupaten atau kota
dibiayai APBD, hak amil, dan APBN (Pasal 31).
LAZ dibiayai hak amil (Pasal 32).

Sanksi administrative

BAZNAS atau LAZ yang dikenai sanksi
administratif berupa  peringatan tertulis,
penghentian sementara dari kegiatan, dan atau

pencabutan izin (Pasal 36).

Ketentuan pidana

Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai
dengan syariat Islam, dipidana penjara
maksimal 5 tahun dan atau denda Rp. 500 juta
(Pasal 39). Pihak yang menyalahgunakan dana
kelolaannya di pidana penjara maksimal 5 tahun
dan atau denda Rp. 500 juta (Pasal 40). Pihak
yang mengelola zakat tanpa ada izin dari pejabat
berwenang di pidana maksimal 1 tahun dan atau

denda Rp. 50 juta (Pasal 41).

Ketentuan peralihan

LAZ yang telah  dikukuhkan  wajib
menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun (Pasal

43).

3. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Asas pengelolaan zakat dijelaskan sebagai berikut:
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Syariat Islam

b. Amanah; pengelolaan zakat harus dapar dipercaya

c. Kemanfaatan: pengelolaan zakat yang dilakukan untuk memberikan
zakat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.

d. Keadilan: pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya di lakukan
secara adil.

e. Kepastian hukum: dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian
hukum bagi mustahiq dan muzaki.

f. Terintegrasi: pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya
meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat.

g. Akuntabilitas: pengelolaan zakat dapat di pertanggung jawabkan dan di

akses oleh masyarakat.
Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan
zakat. Pendayagunaan sumberdaya untuk mencapai taraf hasil yang di
tetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumberdaya dengan
pencapaian taraf hasil harus di perantai oleh dukungan perangkat yang
memadai yaitu:

1) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.

2) Tersedianya struktur kelembagaan.

3) Tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni.

4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan
masyarakat.

5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme
pengelolaan zakat.

b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat
memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan

kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan
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rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara
fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah
secara Pendidikan karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan
manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat
menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada

syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

4. Prinsip Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat
adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu
pertama kali dibicarakan adalah menentukan visi dan misi dari lembaga
zakat yang akan dibentuk. Bagaimana visi lembaga zakat yang akan
dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang
telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju
dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus
disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah
dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat

yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas (Fakhruddin, 2008).

Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana
dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan
kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta
budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzaki dan mustahiq,
kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan
pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana), penempatan orang-
orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan
ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian
dengan tindakan nyata (pro active) melakukan sosialisasi serta pembinaan

baik kepada muzaki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari
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sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.
Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan
terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat)
maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Menurut  (Fakhruddin,2008) tujuan besar dilaksanakannya

pengelolaan zakat adalah :

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam
pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat
bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum
menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan”
akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang
terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah
tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkatkan kesadaran
beragamanya.

b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat
adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat
kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi
harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian
didistribusikan kepada mustadz afiin (fakir miskin) di daerah dimana
zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya
kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok
konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian
zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan
sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah
masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 7.
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Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang
dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa
negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim,
orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar
harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa
yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-
Hayr: 7)

Maksud singkat dari ayat diatas adalah agar harta itu jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu, tetapi
harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang

lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum dhuafa
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat
sebaiknya memiliki database tentang muzaki dan mustahiq. Profil
muzaki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang
untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzaki.
Muzaki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian
dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya.
Terhadap mustahigpun juga demikian, program pendistribusian dan
pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat
meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah

menjadi muzaki.
5. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola,
mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Adapun persyaratan untuk
mendapatkan 1zin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:
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a. Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan Islam yang mengelola
bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial.

b. Berbentuk badan hukum.

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

d. Memiliki pengawas syariat.

e. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya.

f. Bersifat nirlaba.

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat.

B. Pengertian Zakat
1. Pengertian Zakat Menurut Etimologi (Bahasa)

Kata zakat mempunyai arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-
namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath-thaharah ‘kesucian’, dan
ash-shalat ‘keberesan’, dan berarti juga tazkiyah, tathhier mensucikan.
Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini (Teungku Muhammad
Hasbi Ash Shiddieqy, 1999). Pertama, dengan zakat diharapkan
akamendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang
dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan
jiwa suci dari kikir dan dosa. Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa
zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.
Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan
penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penmbahan kebajikan. Kata
zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci (Qardhawi Yusuf, 1987).

Sayyid Sabiq berkata zakat itu arti aslinya tumbuh suci dan berkah.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata zakat juga berarti
jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang Islam, dan
diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan
sebagainya), menurut yang telah ditetapkan oleh syara termasuk hukum

Islam yang ketiga (Sayyid Sabiq, 1990). Lembaga penelitian dan pengkajian
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masyarakat (LPPM) Universitas Bandung atau UNISBA (1991) merinci

pengertian zakat yang ditinjau dari segi Bahasa sebagai berikut:

a.

Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah
benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya
maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari
keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati maka ia akan lebih
tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan
dan keagamaan pemiliknya (muzaki) dan si penerima (mustahiq).

Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah
benda yang baik mutuhnya, dan jika itu telah dizakati kebaikan
mutuhnya akan lebih meningkat, serta akan lebih meningkatkan kualitas
muzaki dan mustahiq.

Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah
benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi
perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di
dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci
dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun
penyakit, dan jika dizakati, ia akan mensucikan mental muzaki dari
akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi
mustahignya.

Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi
dari kebutuhan pokok muzaki, dan diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan pokok mustahignya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika
menimbulkan kesengsaraan bagi muzaki. Zakat bukan membagi-bagi
atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan

kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pengertian Zakat Menurut Terminologi (Istilah)

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam

mendefinisikan menurut istilah antara lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan

zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hal Allah ta’alah yang
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dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di

dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa

dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Senada dengan hal pengertian
zakat menurut syara yang telah dirumuskan soleh fuqaha antara lain adalah:

a. Pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tentu
menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.

b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk
diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan
umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup
umat.

c. Mengeluarkan sebagian harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir,
dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak

pahala yang tertakan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkan.

Menurut Syaikh Mahmud Staltut mengemukakan pengertian zakat
adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya
orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan
hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib
bagi orang yang mampu dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan
dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Syaikh
Mahmud Syaltut, 1996). Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku figih
Islam beliau mengemukakan bahwa: zakat menurut agama Islam artinya
kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya
dengan beberapa syarat hukumnya fardhu ‘ain atau tiap-tiap orang yang

cukup syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, =zakat artinya
mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri
dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang
mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah
dari segi lain yang merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu

dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong
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orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai

Khalifah Allah di bumi.

3. Macam-macam Zakat
a. Zakat maal (harta), Menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang
diinginkan sekali oleh semua manusia untuk memiliki, memanfaatkan
dan menyimpannya menurut syar’a, harta adalah segala sesuatu yang
dapat dimiliki dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut
ghalibnya (l1azim). Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta

(maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara).

Mall berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”.

Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil

ternak, hasil temuan, emas, dan perak serta hasil kerja (profesi) dan

zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki
perhitungannya sendiri-sendiri.
b. Zakat fitrah terbagi lagi sebagai berikut:

1) Zakat Binatang ternak, dalam syari’at Islam telah ditetapkan bahwa
zakat itu mulai diwajibkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah,
setelah diwajibkannya zakat fitrah adapun jenis Binatang ternak
yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau,
kambing, domba. Sedangkan kuda tidak wajib dikeluarkan
zakatnya, kecuali jika untuk diperdagangkan, maka wajib atas nama
tijarah. Hal ini berdasarkan hadits yang diterima Ali ra, bahwa Nabi
telah bersabda: “telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan
hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya”.

2) Zakat matauang, pengertian mata uang adalah emas dan perak. Mata
uang adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
dengan ketentuan telah mencapai syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh syari’at Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil nash

Al-Qur’an ayat 34 mengatakan: “Dan orang-orang yang menyimpan
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emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahulah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa
yang pedih”.

Zakat hasil pertanian, hasil pertanian berupa makanan pokok seperti
beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila
telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara’ dengan
tidak syaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala
mengatamnya. Hikamah tidak disyaratkan haulnya karena bila
ditunggu sampai satu tahun, maka besar kemungkinan akan menjadi
habis, karena dimakan setiap hari, sehingga mempersulit muzaki.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al An’an ayat 141, yang
artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun, yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-
tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuknya) dan warnanya dan yang tidak sama (rasanya)
manakala dari buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berubah
dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya”.

Zakat buah-buahan, buah-buahan adalah termasuk salah satu dari
hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan
telah mencapai nishab yang telah ditentukan oleh syari’at Islam.
Buah-buahan yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan
anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak
wajib atasnya kecuali bila dibuat sebagai suatu usaha yang
mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai tarah
atau usaha. Nisab dari buah-buahan sehingga sampai banyaknya
lima ausug.

Zakat perniagaan, maksud kata perniagaan disini adalah usaha untuk
mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain, yang
bisa dinilai dengan uang. Perniagaan disini termasuk juga di
dalamnya rikaz, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh

orang-orang terdahulu. Apabila harta tersebut diketemukan
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sekarang, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya. Adapun dasar
wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Qur’an ayat
267 dalam mengatakan, “Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah di jalan Allah Sebagian dari hasil usahamu yang baik
dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”.

6) Zakat profesi, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang
sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini
adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui
keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri,
maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi
dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da’i atau
mubaligh dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara
bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan
menggunakan sistem upah atau gaji.

7) Zakat Perusahaan, sebagaimana diketahui, pada saat ini hampir
sebagian besar Perusahaan dikelola tidak secara individual,
melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan
organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk
PT, CV, atau koperasi.

c. Zakat Profesi
1) Pengertian Zakat Profesi

Dalam istilah Arab, zakat penghasilan dan profesi dikenal
dengan sebuah istilah zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah,
atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Zakat profesi
sendiri tidak sama dengan zakat lainnya. Zakat profesi adalah zakat
yang diberikan oleh seseorang sejak yang bersangkutan memperoleh
penghasilan dari pekerjaannya yang dilakukannya atau zakat yang
diberikan dari sumber usaha atau penghasilan tertentu dari suatu
jabatan jangka panjang dengan kemampuan tertentu berupa gaji atau

honorium (Bakier, 2021).
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Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha
yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif
banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.
Zakat profesi sudah pernah dipraktekkan sejak awal Islam, akan
tetapi praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak
banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab foqoh
mengenai sandaran hukumnya. Disamping itu, zakat yang dipungut
pada waktu itu sangat sederhana dan tertentu, yaitu gaji ataupun
upah (amaalih) yang diberikan kepada pegawai, barang sitaan (al-
mazalim) yang dikembalikan kepada pemiliknya dan hasil yang
diberikan kepada yang berjasa pada negara Islam waktu itu
(Muhammad, 2002).

Zakat profesi merupakan istilah baru yang muncul dewasa
ini, yang belum dikenal sama sekali, karena zakat profesi belum lah
dikenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk
pegawai negeri pada umumnya. Mengeluarkan zakat hukumnya
wajib bagi umat Islam. Selain shadagoh dalam bentuk zakat,
terdapat bentuk lainnya seperti infaq dan hibah yang sifatnya sunah.
Jika semua umat Islam yang berasal dari golongan mampu
(mustahig) mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat, maka
potensi zakat tersebut akan besar. Rendahnya kesadaran ini
dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa zakal maal hukumnya
wajib. Zakat yang sering dilakukan oleh muslim Indonesia adalah
zakat fitrah. Sehingga sosialisasi kewajiban zakat maal ini penting
dilakukan. Tidak saja sebagai kewajiban seorang muslim, melainkan
juga kewajiban moral untuk membantu mengatasi kemiskinan
(Singgih Muheramatohadi, 2018).

Menurut Qardhawi (2005) ada dua jenis pekerja yang
mendapatkan uang. Pertama, yaitu pekerjaan yang dikerjakan
sendiri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain dan berkat

mengandalkan kecekatan tangan dan otak. Honor yang diterima
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melalui usaha tersebut merupakan suatu penghasilan yang bersifat
profesional seperti contohnya profesi dokter, insinyur, advokat,
seniman, penjahit, dan tukang kayu. Lalu jenis pekerjaan yang
kedua, yaitu pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang di bawah
pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun Perusahaan dengan
penghasilan berupa upah, gaji, atau honorium (Akbar, 2018).

Zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin sendiri adalah
zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu,
baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau
dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang
memenuhi nishab (batas minimum berzakat). Penentu nishab, kadar,
dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin
Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada
dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas serta
zakat perak, untuk nishab dianalogikan pada zakat pertanian yang
senilai 653 kg/padi / gandum atau senilai 520 kg beras.

Namun demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa
zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam, karena zakat
profesi tidak ada pada zaman Rasulullah yang ada hanya zakat mal
(zakat harta). Zakat profesi juga tidak dikenal dalam khasanah
keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat
dikategorikan sebagai zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan
demikian hasil profesi seseorang apabila sudah memenuhi
ketentuannya maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesi.

Kewajiban zakat profesi dapat dipahami bahwa agama yang
ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan
bagi orang kafir yang lemah dalam mendapatkan bahan makanan
pokok dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta
benda sesuai dengan kemampuan dalam berusaha dan khusus untuk

usaha tertentu berkaitan dengan profesi seseorang maka wajib
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mengeluarkan zakat profesinya yang berlandasan hukum (Hannani,
2017).

Namun, teori zakat profesi yang digunakan yaitu milik
Qardhawi dimana disebutkan bahwa seseorang yang dikenakan
zakat profesi apabila ia memiliki penghasilan dengan bergantung
kepada seseorang atau gaji ataupun usaha yang mengandalkan
keahlian tertentu seperti penjahit. Pada BAZNAS Kabupaten
Banjarnegara sendiri, menerima zakat dari muzaki yang memiliki
penghasilan dari gaji mereka seperti pegawai negeri sipil (PNS),
namun penerimaan dana zakat profesi mayoritas didapatkan hanya
dari para pegawai negeri sipil (PNS) sedangkan banyak masyarakat
dengan pekerjaan tertentu seperti penjahit ataupun pengusaha
namun masih sedikit yang membayarkan zakat profesinya ke
BAZNAS Banjarnegara. Hal ini mendorong peneliti untuk
menganalisis pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS
Banjarnegara.

Landasan Hukum Zakat Profesi
Berikut ini adalah beberapa dasar hukum zakat profesi dalam
Al-Qur’an:
V3®umo¥) Ga AT GAAT Gy a8 W el (e 13080 1500 Gl il
G A G ) 5ale 5548 1 sl (1 ) sl 205 ¢ 5 AL Gl pan

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih
yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau
mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha
Terpuji. (Al- Baqarah/2: 267)
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Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat
dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang
beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah
buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya)
pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan. (Al-An’am/6:141)

Masalah zakat dalam hadits secara umum dapat dipahami dari

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

Gl iy Slaiy TR 550 o 5933 (8 o) (e O (a3 ple )
48 Gaalhatll a 235 ol 8 iga B3 o OF LS

Sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku
dapat mencukupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang,
aku disibukkan oleh urusan umat Islam, maka sekarang
keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini (harta
Baitul maal), sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan
mereka (H.R. Bukhari)

Maksud dari semua ayat diatas bahwa perintah untuk
membayarkan zakat profesi apabila pendapatan sudah
mencapai nishab. Perintah ini berkaitan juga dengan penelitian
saya tentang kesadaran untuk membayarkan zakat profesi.

3) Macam-macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi dibagi

menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kasb al-amal, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat

C.

pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan
dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak
ataupun hati.

onorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan

lain-lain.

Mihan al-hurrah, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa

tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun

otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan
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penghasilan professional seperti Dokter, Insinyur, Advokat,
Seniman, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan
profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi
tersebut bisa berupa:

a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.

d. Usaha modal, seperti Investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi

itu berupa:

a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau
hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai.

b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara
pasti seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang,
konsultan dan artis.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang
termasuk pekerja profesi itu seperti konsultan, pengacara,
komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai esselon,

pengarang atau pencipta, artis dan sebagainya.

4) Tujuan Pemanfaatan Zakat Profesi

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki

kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan

sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya

digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: (Eko Supsayitno, 2005).

a.
b.
C.

d.

Memperbaiki taraf hidup
Pendidikan dan beasiswa
Mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran

Program pelayanan Kesehatan
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Panti asuhan

Sarana peribadatan

5) Yang berhak menerima Zakat Profesi

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak

menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut: (Salim

Bahreisy dan Said Bahreisy, 2005)

a.

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau

mempunyai atau usaha yang kurang dari seperdua

kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member
belanjanya.

Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak

seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai

mencukupinya.

Amil 1alah semua orang yang bekerja mengurus zakat,

sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.

Muallaf dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum
teguh.

2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita
berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari
kaumnya akan masuk Islam.

3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia
diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang
di bawah pengaruhnya.

4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

Rigab atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya

bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka, hamba itu diberi zakat

untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini
sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat
bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang

menjadi tawanan.
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f. Gharimin atau orang yang berhutang dibagi menjadi tiga
macam, yaitu:

1) Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang
sedang berselisih.

2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri
pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia
sudah tobat.

3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain,
sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat
membayar hutang.

g. Fisabilillah ialah bala tentara yang membantu dengan kehendak
sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan
tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk
keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara.

h. Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri
zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia
diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang
dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia
memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan
tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti
berdagang dan sebagainya.

6) Nisab, Haul dan Kadar Zakat Profesi
Sebagaimana dalam Islam yang tidak mewajibkan zakat
kepada seluruh harta benda, baik itu sedikit maupun banyak. Tetapi
mewajibkan atas harta yang mencapai nisab, terlepas dari hutang
dan mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Hal ini untuk
menetapkan golongan orang kaya yang wajib zakat, karena zakat
hanya diambil dari orang yang kaya (yang mencapai kemampuan)

(Muhammad, 2002).

Mengenai besarnya nisab zakat profesi, terdapat perbedaan

dari para ulama. Dikarenakan tidak adanya dalil tegas mengenai



33

zakat profesi, para ulama menggunakan qiyas dengan melihat illat

yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada. Akan tetapi, terjadi

banyak masalah karena zakat profesi ini harus diqiyaskan kemana.

Untuk lebih jelasnya, akan dianalisis satu per satu tentang qiyas

zakat profesi ini. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika
sudah cukup nisab.

b. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan
dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan
jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Para ulama baik salaf (terdahulu) maupun khalaf
(belakangan) memiliki perbedaan pendapat tentang jenis zakat harta
hasil profesi ini, sebagai berikut:

a. Sebagai ahli fikih berpendapat untuk meng-giyas-kannya
dengan zakat harta mustafad (harta yang masuk dalam
kepemilikin seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki) yang
mana harta yang di dapat dari pekerjaan digabungkan dengan
harta tunai lainnya dan semuanya dizakati diakhir haul jika
mencapai nisab sebesar 2,5%.

b. Sebagian lagi meng-giyas-kannya zakat naqdain (emas dan
perak) dan zakat dihitung atas dasar 2,5% dari pendapatan bersih
setelah dikurangi pembiayaan untuk memperoleh pendapatan
dan nafkah kebutuhan pokok hidup, jika mencapai nisab pada
dua sisi haul (awal dan akhir haul). Semua harta tunai yang
belum dizakati bisa digunakan dengan pendapatan bersih
tersebut.

Pendapat yang diambil oleh mayoritas ahli fikih
kontemporer dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional.

Pendapat ini berdasarkan atas beberapa hal:
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a. Wajib memotong pembiayaan untuk meraih pendapatan, nafkah
pokok kehidupan dan utang, yang mana sebagian syarat
tunduknya harta terhadap zakat adalah ia merupakan kelebihan
dari kebutuhan atau bebas dari hutang.

b. Sulit meng-giyas-kan haul pada setiap kelompok keuangan dan
memperhitungkan nisab dalam dua sisi (awal dan akhir).

c. Semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih
pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi
dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat
profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku nisab pertanian
(menurut Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991: 750 kg
beras). Tetapi tidak berlaku haul. Zakat profesi, seperti zakat
pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan.
Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5% dan bila
pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%. Jadi,
kalau diperkirakan zakat profesi itu seperti sawah yang diairi irigasi
atau air hujan, maka konglomerat tampaknya kebanyakan
mengambil air dari langit. Nisab zakat pertanian adalah 750 kg
beras. Untuk mengetahui jumlah gaji pegawai yang besarnya setara
dengan zakat pertanian, maka harus dikonversikan dengan harga
minimal beras dalam waktu dan wilayah setempat.

Menghitung Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi
dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:

a. Secaralangsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor
secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode
ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya

oleh Allah.
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Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, 2,5% dari gaji,
metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang

penghasilannya pas-pasan.

8) Hikmah dan Manfaat Zakat

Setiap penetapan Allah SWT pasti memiliki fungsi dan

hikmah masing-masing. Seperti fungsi dan hikmah dari penetapan

zakat profesi, diantaranya adalah:

a.

Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta yang kita miliki
menjadi aman, karena kecemburuan sosial ini dapat
menimbulkan kerawan dimasyarakat.
Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin, apabila
seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang
bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal usaha
kecil-kecilan. Namun, apabila orang tersebut tidak memiliki
keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang
sedikit membantu kebutuhan hidup.
Membersihkan muzaki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan
tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karena orang
mu’min yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat
maka akan menjadi orang yang dermawan.
Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi
karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki.

Adapun manfaat zakat adalah sebagai berikut:
Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
Menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan sarana dan
prasarana yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi
bagian dari pengembangan kualitas sumber daya manusia

muslim.
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C. Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berasal dari
kata sadar yang berarti Insaf, merasa tahu, dan mengerti, sementara kesadaran
ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami
seseorang (KBBI: 2005). Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan
individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya
sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap
lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Menurut
Poedjawjatua, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau

sadar tentang keadaan tergugahnya jiwa terhadap sesuatu.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada
peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap
mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebebasan yang
hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak
hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan

mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.

Baars (1997;2003) mengkaji kesadaran secara psikologis dengan
mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan
ketidaksadaran. Kesadaran itu bersifat lambat sebab terkait dengan
keterbatasan kapasitas baik dalam memori, perhatian selektif maupun sistem
serial. Sedangkan ketaksadaran bersifat cepat dan paralel. Kesadaran
merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari

(Baars, 1997, h. 298).

Goswani (2001, h.536) berpendapatbahwa fisika kuantum akan
menginterpretasikan kesadaran dengan berlandaskan filsafat idealisme
monistik bukan realisme monistik maupun dualisme. Dualisme memandang
kesadaran dan materi sebagai dua substansi yang sama sekali berbeda, sehingga

membutuhkan perantara untuk menjelaskan interaksi antara kedua substansi



37

tersebut. Realisme monistik berpendapat bahwa kutub objek bersifat riil

sedangkan kutub subjek berifat epiphenomena.

Teori kesadaran menurut Wilber (1997) haruslah mencakup “semua
kuadran, semua-level”. Kesadaran bukan berlokasi dalam diri organisme,
namun kesadaran adalah sebuah peristiwa menyangkut empat kuadran.
Kesadaran terdistribusi kedalam semua kuadran, baik kuadran keperilakuan,
sosial,intensional dan kultural. Jika kita menghapus satu kuadran saja, maka
semuanya akan menghilang, sebab masing-masing kuadran secara intrinsic
perlu untuk keberadaan kuadran yang lain. Kesadaran tidak hanya dilekatkan
pada otak (fisik), tapi juga dilekatkan pada intensionalitas yang tidak dapat
dijelaskan oleh fisik. Kesadaran tidak hanya diterangkan oleh faktor individual,
yaitu intensionalitas dan otak namun juga membutuhkan makna kultural sebab
tanpa praktek serta makna kultural maka intensi tidak akan berkembang.
Kesadaran juga terdistribusi kedalam sistem sosial untuk menentukan kontur

dari manifestasi tertentu kesadaran.

D. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior yang dicetuskan oleh Ajzen pertama
kali pada tahun 1980, teori ini adalah teori yang memprediksi niat seseorang
untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. (Endang Dwi
Wahyuni dkk, 2022). Perilaku muzaki dalam membayar zakat merupakan
bagian dari perilaku yang tampak (overt) dari individu. Faktor penentu dari
perilaku individu ini yaitu besarnya intensi individu untuk menampilkan
atau menyembunyikan perilaku tersebut. Intensi menurut Atjen dapat
digunakan untuk meramalkan seberapa kuat keinginan individu untuk
menampilkan perilaku tersebut dan seberapa banyak wusaha yang
direncanakan atau dilakukan untuk menampilkan perilaku tertentu. Dalam
Reason Action Theory (Fishbein dan Atjen, 1975) digambarkan bahwa
intensi merupakan fungsi dari dua determinan, yaitu faktor yang bersifat
pribadi serta terlihat dari sikap dan faktor yang mencerminkan pengaruh

sosial yaitu norma subjektif. Dalam perkembangan berikutnya Atjen
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meyatakan bahwa selain sikap dan norma subjektif, ada faktor ketiga yang
juga mempengaruhi yaitu perceived behavioral control. Perceived
behavioral control merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang
dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu. Jadi intensi seseorang
dapat diramalkan melalui tiga penentu uatama, yaitu sikap terhadap perilaku
tertentu, norma subjektif yang dimiliki, dan perceived behavioral control.
Selanjutnya teori ini disebut dengan Theory of Planned Behavior.

Intensi muzaki melakukan pembayaran zakat dipengaruhi oleh sikap
mereka terhadap atribut-atribut yang melekat pada pembayaran zakat
tersebut, mempertimbangkan pengaruh dari orang-orang di lingkungan
terdekatnya, serta dipengaruhi juga oleh persepsi terhadap kendali perilaku
berupa faktor pendukung atau penghambat. (Nurul Huda: 2015)

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan pokok-pokok pikiran peneliti yang

dinyatakan secara singkat, objektif, kritis, dan dicari keterkaitan dan

hubungannya dengan teori yang pernah dikemukakan oleh peneliti

sebelumnya. Kajian Pustaka memiliki peran penting dalam suatu penelitian,

penulis mampu membuat pembaca dapat berfokus pada teori dan teknik yang

hendak dikembangkan (Karuru:2017). Sebelum membahas lebih lanjut

mengenai skripsi ini, peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan variabel tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

1.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chairun Nissa Rodja yang berjudul
Strategi Fundrising Zakat Profesi Pada Baznas Banyumas Dalam Upaya
Meningkatkan Jumlah Muzakki, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui strategi Baznas Banyumas dalam meningkatkan
jumlah muzakki dan untuk mengetahui solusi yang digunakan Baznas
Banyumas dalam menghadapi kendala pelaksanaan zakat profesi. Hasil
penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa strategi yang
digunakan Baznas Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu

melalui dua metode yaitu direct fundrising dan indirect fundrising. Selain
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itu dalam menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah muzakki
Baznas Banyumas juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi
untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya
membayar zakat profesi (Rodja: 2022).

. Penelitian yang dilakukan Feri Irawan pada tahun 2020 dengan judul
“Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi
Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat profesi yang
ada dalam masyarakat muslim yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Sumbawa Besar. Hasil dalam penelitian ini adalah pola
pembayaran zakat profesi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim di
Sumbawa, 90% responden dari 20 orang responden membayarkan zakat
profesinya secara langsung kepada yang berhak daripada melalui Badan
Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasutian pada tahun 2021 yang
berjudul “Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap
Minat Berzakat di Dompet Dhuafa Waspada”. Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui inovasi-inovasi pengelolaan zakat yang
telah diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Waspada dan pengaruhnya terhadap
minat berzakat pada lembaga amil zakat. Dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Waspada telah melakukan berbagai
inovasi pada metode pengumpulan zakat, program pendistribusiannya,
pendayagunaannya dan pelaporan pelaksanaan pengelolaannya.
Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inovasi pengelolaan
zakat mempengaruhi minat berzakat dengan keterangan t-hitung > t-tabel
yaitu 52,339 > 1,66.

. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Sujana dan Nining Asniar
Ridzal pada tahun 2021 yang berjudul “Optimaisasi Pengelolaan Zakat
Profesi di Kota Baubau”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Baubau kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Nasional
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(BAZNAS) Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaran zakat profesi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian ini
mendapatkan temuan tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara
maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang
dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dengan jumlah yang relatif sangat minim. Ini juga tidak termasuk
profesi lain di kota Baubau seperti pengecara, dokter, dosen, dan lainnya.
Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih
kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan
zakat profesi sehingga potensi zakat profesi belum optimal sesuai harapan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fintri Indriyani dan Abdullah Guntur
Wahyu pada tahun 2018 yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan
Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Bogor”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem informasi
yang dilakukan pada pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa sistem informasi pengelolaan zakat profesi dibuat dengan metode
waterfall dan pengujian web menggunakan metode blackbox testing.
Pembuatan sistem informasi ini bertujuan agar memudahkan muzaki dan
pengelola serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan penerapan sistem informasi ini muzaki
menjadi mudah untuk menyalurkan zakat profesinya dan menambah
kepercayaan karena adanya transparansi dari laporan penyalur zakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang saya jadikan
referensi, dapat diambil variabel persamaan serta fokus penelitian yang
mirip sehingga dapat dijadikan rujukan pada penelitian kali ini. Adapun
perbedaan dan persamaan dari kelima penelitian diatas saya sajikan dalam

bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu
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Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan
Penelitian
1. | Chairun Nissa Rodja | Persamaan 2 Strategi fundrising

(2022) penelitian ini zakat profesi pada

“Strategi Fundrising | adalah bagaimana | Baznas Banyumas

Zakat Profesi pada cara meningkatkan | dalam meningkatkan

Baznas Bnyumas jumlah muzakki jumlah muzaki.

Dalam Upaya melalui Sedangkan pada

Meningkatkan pengelolaan zakat | penelitian yang akan

Jumlah Muzakki profesi. saya lakukan lebih
mengarah pada
pengelolaan zakat
profesi yang
dilaksanakan di
Baznas Banjarnegara
guna meningkatkan
kesadaran berzakat
profesi kepada
seluruh masyarakat
terlebih utama pada
Aparatur Sipil Negara
(ASN).

2. | Feri Irawan (2020) Persamaan pada 2 | Fokus pada penelitian

*“ Analisis Potensi
Zakat Profesi
Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Bagi
Kemaslahatan Umat

di Sumbawa Besar”

penelitian ini
adalah pada objek
yang diteliti pada
penelitian ini
sama-sama
menjadi objek

zakat profesi.

ini adalah untuk
menganalisis potensi
zakat profesi pegawai
negeri sipil (PNS)
bagi kemaslahatan
umat di Sumbawa

Besar Sedangkan
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pada penelitian yang
saya lakukan
adalahmengarah pada
pengelolaan zakat
profesi di Baznas
Banjarnegara dalam
upaya meningkatkan
kualitas kesadaran
berzakat kepada

masyarakat.

Juliana Nasution
(2019)

“Inovasi Pengelolaan
Zakat Profesi Dan
Pengaruhnya
Terhadap Minat
Berzakat Di Domper
Dhuafa Waspada

Memiliki
persamaan yaitu
pada objek
penelitiannya yang
meneliti tentang

zakat profesi.

Fokus pada penelitian
ini adalah untuk
mengetahui inovasi-
inovasi pengelolaan
zakat yang telah
diinisiasi oleh
Dompet Dhuafa
Waspada dan
pengaruhnya terhadap
minat berzakat di
Dompet Dhuafa
sedangkan pada
penelitian yang saya
lakukan adalah guna
untuk mengetahui
pengelolaan zakat
profesi yang
dilaksanakan pada
Baznas Banjarnegara
dalam upaya

meningkatkan
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kualitas kesadaran

berzakat masyarakat.

Iwayan Sujana,
Nining Asniar Ridzal
(2021)

“Optimalisasi
Pengelolaan Zakat
Profesi di Kota

Baubau”

Penelitian yang
dilakukan memiliki
objek yang sama
yaitu berfokus

pada zakat profesi.

Penelitian ini
membahas tentang
bagaimana
pengelolaan zakat
profesi yang
dilakukan di Badan
Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota
Baubau dan
bagaimana Badan
Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Baubau
mengoptimalkan
pengelolaan zakat
profesi sesuai dengan
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2011 sedangkan pada
penelitian saya
membahas tentang
pengelolaan zakat
profesi dalam upaya
meningkatkan
kualitas kesadaran

berzakat.

Fintri Indriyani,
Abdullah Guntur
Wahyu (2018)

Memiliki

kesamaan objek

Penlitian ini
membahas tentang

sistem informasi yang




44

“Sistem Informasi
Pengelolaan Zakat
Profesi Pada Badan
Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
Kabupaten Bogor”

penelitian yaitu

objek zakat profesi.

digunakan oleh Badan
Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)
Kabupaten Bogor.
Sedangkan Penelitian
yang saya lakukan
mengenai pengelolaan
zakat profesi sebagai
upaya meningkatkan
kualitas kesadaran
berzakat pada Baznas

Banjarnegara.




BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan di
dalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh
peneliti untuk tahapan di dalam melakukan penelitian. Metode adalah proses,
prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari
jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk
mengkaji topik penelitian (Deddy Mulyana: 2008). Pada penelitian ini, penulis
menggunakan metode lapangan melalui pendekatan kualitatif mampu
menghasilkan temuan yang berbeda baik berupa latar belakang yang diteliti
maupun hasil penelitian tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis akan
melakukan penelitian pada pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas

Banjarnegara.

Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan penelitian perpustakaan
(library research) dimana peneliti akan menganalisis informasi dari berbagai
sumber seperti buku, jurnal, dan catatan-catatan lainnya yang melibatkan
dengan subjek yang ada. Peneliti akan mengarahkan studi di BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara. Setiap informasi yang diperoleh akan dikumpulkan.
Temuan dari menganalisis data tersebut akan diperkenalkan dalam bentuk

kalimat lengkap.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat
mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Maka
peneliti mengambil lokasi yaitu pada Kantor Baznas Banjarnegara di Jl.
Dipayuda No.16, Banjarnegara. Untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan
September sampai Desember 2023.
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C. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang yang sangat
terpenting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian.
Oleh karenanya, sumber data menjadikan bahan pertimbangan dalam
penentuan metode pengumpulan data. Di dalam penelitian kualitatif data
diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan
data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus (Andi

Prastowo: 2011). Sumber data diantaranya, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer
Sumber data yang diperoleh dari sumber yang asli. Maka proses
pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan sumber utama
yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data
primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan
untuk pengambilan keputusan. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a) Kepala Baznas Kabupaten Banjarnegara
b) Kepala Bagian Pengelolaan Dana Zakat Baznas Kabupaten
Banjarnegara
2. Sumber Data Sekunder
Data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang
atau pihak lain, misalnya dokumen, laporan, buku, jurnal penelitian, artikel
dan karya ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang
dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari
buku,jurnal,skripsi dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan
pembahasan dalam penelitian ini, serta dari data yang diperoleh dari catatan-
catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang
berhubungan dengan penelitian.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi

Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas
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Banjarnegara, dari objek tersebut peneliti akan meneliti pengelolaan zakat
profesi yang ada pada Baznas Banjarnegara. Selain itu, pada penelitian ini
subjeknya adalah BAZNAS Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi yang akan
diteliti beserta pimpinan, kepala pengelola di BAZNAS Kabupaten

Banjarnegara sebagai informan untuk mendukung data yang diperoleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara

Esterberg (2002) wawancara merupakan diskusi antara dua orang
dimana mereka saling menyampaikan data dan ide melalui tanya jawab
untuk membangun hubungan dalam masalah tertentu. Peneliti akan
mempelajari lebih lanjut tentang individu melalui wawancara, yang dapat
membantu menganalisis peristiwa atau kejadian yang tidak terlihat melalui
pengamatan. Narasumber pada penelitian ini adalah staff ahli pada bidang
yang akan diteliti oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.
Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur
dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur. Tujuan menggunakan wawancara ini adalah agar informan dapat
lebih terbuka dan dapat memberikan pandangan-pandangan tertentu terkait
dengan penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik atas
fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung
maupun secara tidak langsung (Sutrisno Hadi: 2015). Dalam penelitian ini
observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap
aktivitas pengelolaan zakat profesi di Baznas Banjarnegara. Pada observasi
sendiri terdapat tiga tahapan, yang pertama adalah observasi deskrpitif
dimana peneliti belum secara jelas membawa masalah yang akan diteliti dan
hanya memberikan penjelasan secara umum dan menyeluruh, melakukan
deskripsi terhadap apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Semua data
direkam oleh peneliti karena pada observasi ini semua data belum tertata.

Tahap yang kedua yaitu observasi terfokus, peneliti mempersempit
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pengamatan untuk difokuskan pada aspek tertentu, dimana peneliti
melakukan analisis untuk menemukan fokus untuk dilanjutkan pada tahap
selanjutnya. Pada tahap ketiga peneliti telah menguraikan fokus yang
ditemukan sehingga datanya lebih terperinci.
Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara
mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, surat
kabar dan jenis karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau
berkas-berkas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi yang ada di
Baznas Banjarnegara dan dokumen-dokumen lain yang mendukung

penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi dalam menganalisis

keabsahan data penelitian. Tujuan dari metode triangulasi adalah untuk

memverifikasi kebenaran informasi tertentu dengan membandingkannya

dengan informasi dari sumber lain. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan

cara membandingkan dua atau lebih penelitian dengan menggunakan teknik

yang berbeda (Nursapia:2020). Menurut (Sugiyono:2011) triangulasi dibagi

menjadi tiga macam, yaitu:

1.

Triangulasi sumber, triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa
kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber.

Triangulasi teknik, teknik triangulasi digunakan untuk mengkaji
kredibilitas data dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama
dengan menggunakan teknik yang berbeda.

Triangulasi waktu, waktu sering mempengaruhi keandalan informasi.
Triangulasi waktu adalah proses pengumpulan informasi melalui
wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu yang berbeda atau dalam

situasi yang berbeda. Entah di pagi,siang atau malam hari.
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti
tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikan sebagai temuan sedangkan
untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya

mencari makna.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian. Analisis data disini menjadi pegangan bagi penelitian kualitatif,
analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan

pengumpulan data (Sugiono:2014).

Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan,

berikut adalah teknik analisis data yang digunakan peneliti:

1. Pengumpulan data
Peneliti dalam mengumpulkan data dari lokasi adalah dengan melakukan
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi data
Reduksi data bukan suatu hal yang terpisah dari teknik analisis data.
Reduksi data adalah suatu proses pengumpulan data yang telah diperoleh
peneliti yang nantinya akan diolah menjadi data yang akurat. Kegiatan
reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan pengumpulan
data dari lokasi.

3. Penyajian data
Penyajian data merupakan rangkaian kumpulan informasi yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan Tindakan.
Setelah data reduksi, selanjutnya penyajian data yang diperoleh peneliti

dari berbagai jaringan kerja, jenis serta keterkaitan kegiatan atau tabel.
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4. Menarik kesimpulan
Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.
Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis
kualitatif akan mencari arti berbeda-beda. Kesimpulan akhir akan muncul
bergantung sesuai besarnya kesimpulan-kesimpulan, catatan lapangan,
pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang
dilakukan. Dengan demikian penarikan kesimpulan oleh peneliti
diharapkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan

sejak awal.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Sekilas Tentang BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
1. Sejarah Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Pada bulan Mei Tahun 1989 Kabupaten Dati I Banjarnegara mendirikan
sebuah Yayasan yang bergerak dibidang amal, infaq, dan sedekah yang bernama
YASIN (Yayasan Amal Sedekah Infaq) dengan mengadakan study banding ke
Yayasan yang bergerak dibidang yang sama Kabupaten Brebes yaitu YAUMI
(Yayasan Umat Islam). Dengan modal awal Yayasan YASIN, iuran anggota
pengurus untuk pembiayaan perjalanan kegiatan-kegiatan dari surat menyurat
sampai sarana dan prasarana yang pada saat itu berkantor di bagian hukum
Setwilda Kabupaten Banjarnegara. Adapun untuk menggalang dana, Yayasan
YASIN membuat surat edaran kepada semua Instansi yang ada di Kabupaten
Dati II Banjarnegara dengan meminta kesadaran PNS menginfagkan hartanya
melalui pemotongan gaji setiap bulan minimal Rp. 100,- setiap malam Jum’at
kliwon mengadakan sarasehan dan membantu Masjid sebesar Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah. Namun dikalangan masyarakat juga ada yang
mendirikan lembaga yang menghimpun zakat, infaq, dan sedekah di Desa
Kepakisan Kecamatan Batur dengan penggalangan dana setiap sehabis sholat

jum’at.

Pada tahun 1999 pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut ada
dua jenis organisasi pengelola ZIS yaitu LAZ yang dibentuk oleh masyarakat
dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Amil
Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah meliputi BAZ Pusat, Provinsi,
Kabupaten, dan Kecamatan. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38
tahun 1999 dibentuk BAZDA Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor SK
451.1/322 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten
Banjarnegara pada tahun 2002 diadakan perubahan struktur kepengurusan BAZ
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dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/275 Tahun 2002 pengumpulan

danapun mulai dilaksanakan.

Pada tahun 2011 pengurus BAZ mengajukan penerbitan PERDA tentang
pengelolaan zakat alhasil pada bulan Desember PERDA disahkan dengan
Nomor 10 Tahun 201 tanggal 19 Desember 2011 tentang pengelolaan zakat.
Seiring dengan terbitnya PERDA kabupaten Banjarnegara tersebut terbit juga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai
revisi Undang-Undang lama. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 pemasukan dana zakat di Kabupaten Banjarnegara terkumpul
dalam satu pintu BAZNAS kabupaten Banjarnegara dengan perolehan Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) perbulan dan pentasharufan
dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali sejumlah 1.145 orang mustahiq untuk

Usaha Produktif dan beasiswa anak sekolah kurang mampu.

Sebagai regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat pada 27 April terbentuk Kepengurusan BAZNAS
kabupaten Banjarnegara dengan SK Bupati Banjarnegara Nomor 451/84 Tahun
2017 tentang Pengangkatan Dewan Pembina dan Pimpinan BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara masa Bakti 2017-2022. Pada periode 2022-2027
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara telah dikukuhkan oleh Bupati
Banjarnegara pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Bupati
Banjarnegara Nomor 451/548 Tahun 2022 tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara dalam hal penyaluran
zakat yaitu zakat disalurkan kepada 8 golongan asnaf, penyaluran tersebut
disesuaikan dengan rekomendasi oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Banjarnegara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Visi-Misi BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara mempunyai

visi “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat di Kabupaten
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Banjarnegara”. Dari visi tersebut, maka BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

menetapkan misi sebagai berikut:

a. Membangun BAZNAS Kabupaten Banjarnegara yang kuat,
terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural
yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

b. Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS-
DSKL secara masif dan terukur.

c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL
untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan
umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan
kesejahteraan amil zakat Banjarnegara secara berkelanjutan.

e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan sistem
manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.

f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara
regional di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahiq dengan
semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kabupaten
Banjarnegara.

1. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat di

Kabupaten Banjarnegara.
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3. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 3 Struktur Organisasi
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Sumber: Baznas Banjarnegara, 2022

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun
2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Ketua BAZNAS
Kabupaten/Kota memimpin departemen manajeman sumber daya
manusia dan departemen perencanaan dan pelaporan keuangan publik
untuk mengumpulkan dan mendistribusikan. Amil BAZNAS Kabupaten
Banjarnegara berkordinasi dengan wakil ketua untuk melaksanakan

tugas dan fungsi bidang serta bagian dari struktur organisasi. Dalam



55

status kepegawaian, seorang Amil yang bekerja di Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten/Kota Banjarnegara bukan merupakan Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap, tugas dari masing-masing bidang
di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Ketua BAZNAS Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas berupa
memimpin segala pelaksana tugas BAZNAS di Kabupaten
Banjarnegara.

b. Wakil ketua BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara bertugas
membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara.

c. Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dipimpin
oleh jabatan Wakil Ketua I. Bidang pengumpulan bertugas
melakukan pengelolaan serta pengumpulan zakat. Selain tugas
pokok pengumpulan zakat, bidang ini juga bertanggung jawab
dalam penyusunan strategi pengumpulan dana (fundrising) zakat,
melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan data para
muzaki, mengkampanyekan zakat, mengendalikan pengumpulan
zakat, meningkatkan pelayanan terhadap muzaki, melakukan
evaluasi terhadap pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta
menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengumpulan zakat.

d. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan dipimpin oleh Wakil
Ketua II. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

e. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh Wakil
Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas berupa melaksanakan
pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

f. Bagian administrasi, sumber daya manusia, dan terintegrasi
dipimpin oleh Wakil Ketua IV. Bidang ini bertugas untuk
melaksanakan segala kegiatan pengelolaan Amil BAZNAS di
Kabupaten Banjarnegara secara umum, seperti administrasi

perkantoran, komunikasi, dan pemberian rekomendasi. Dalam
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menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi:
penyusun  strategi  pengelolaan, perencanaan, rekrutmen,
pengembangan administrasi  perkantoran, rencana strategi
komunikasi dan hubungan masyarakat, pengadaan, pencatatan,
pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan BAZNAS di Kabupaten
Banjarnegara dan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan

Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kabupaten atau Kota.

. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Bertanggung jawab kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan
pemerintah kabupaten atau kota. BAZNAS di Kabupaten Banjarnegara
memiliki tiga tugas berupa melakukan pengelolaan zakat di tingkat
kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS kabupaten atau

kota menjalankan fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten atau kota
serta memberikan rekomendasi di dalam proses izin pembukaan perwakilan
Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten atau kota.

. Pada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
berkoordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten atau kota.
Setiap enam bulan sekali dan akhir tahun, BAZNAS kabupaten atau kota
memberikan laporan serta pertanggung jawaban atas pengelolaan ZIS, dana
sosial lain pada BAZNAS provinsi dan Bupati atau Walikota.

. Melaksanakan verifikasi administrative pada pengajuan rekomendasi dalam
hal perizinan pembukaan LAZ berskala provinsi di kabupaten atau kota.
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.

Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non
fisik melalui pendayagunaan zakat.

. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
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. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil
Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahik

yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

. Program-Program BAZNAS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 4 Program Kerja

BANJARNEGARA
SEHAT

BANJARNEGARA
TAQWA PROGRA
M

BANJARNEGARA
TANGGAP

BANJARNEGARA
MAKMUR

Sumber: Baznas Banjarnegara, 2022

BANJARNEGARA
CERDAS

Banjarnegara Taqwa, artinya melalui program-program
BAZNAS Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan nilai-nilai

religious (iman dan taqwa) bagi masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegaa Sehat, artinya melalui program-program BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf Kesehatan bagi

masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegara Tanggap, artinya melalui program-program BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan kepedulian sehingga

permasalahan sosial di masyarakat Banjarnegara dapat diatasi.
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Banjarnegara Cerdas, artinya melalui program-program BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf Pendidikan

masyarakat Banjarnegara.

Banjarnegara Makmur, artinya melalui program-program BAZNAS
Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan taraf kemandiriian

ekonomi masyarakat Banjarnegara.
6. Nilai-nilai BAZNAS Banjarnegara

Nilai- nilai BAZNAS Kabupaten Banjarnegra mencakup semua

nilai luhur dan unggul Islami, diantaranya:

e Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat.

e Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan
kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih baik.

e Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.

e Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan
kebenaran.

e Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.

e Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.

e Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan
profesional dalam aktifitasnya.

e Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki
amal dan pekerjaannya.

e Enterprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang
menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan
inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian
1. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Banjarnegara.
Dari hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara Bapak Sutedjo Slamet Utomo,
S.H., M.M mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
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Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu organisasi yang tugas dan
kewajibannya untuk mengumpulkan dan memberikan zakat kepada
mustahik atau kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara
memiliki salah satu program yaitu menyalurkan dana zakat profesi.
Penyaluran tersebut sudah dilaksanakan sejak lama sampai dengan saat
ini. Melalui program tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Banjarnegara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk membayarkan zakat profesinya.

Berikut pemasukan dana zakat yang ada di Baznas Banjarnegara

Tabel 4 Penerimaan dana zakat tahun 2021

BULAN ZAKAT
JANUARI 488.825.108
PEBRUARI 307.148.091
MARET 375.084.402
APRIL 1.934.502.596
MEI 1.043.809.514
JUNI 712.856.377
JULI 1.549.183.571
AGUSTUS 801.040.005
SEPTEMBER 501.354.815
OKTOBER 1.433.366.580
NOPEMBER 587.813.829
DESEMBER 1.565.199.361
JUMVILAH 11.300.184.249

Sumber : Baznas Banjarnegara, 2021

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Noor
Tamami, M.Pd. selaku pelaksana pengumpulan mengatakan bahwa
Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari

muzaki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak
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menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan dana zakat, infak,
dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara dengan cara menerima atau
mengambil langsung dari muzaki. Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan instansi-
instansi dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS). Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara menyiapkan
strategi dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di
Kabupaten Banjarnegara yaitu strategi publikasi dan strategi
administrasi.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta
yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat dari muzaki untuk
dibagikan kepada yang berhak menerimanya baik secara konsumtif
ataupun secara produktif. Adapun pendayagunaan adalah bagaimana
cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar
dari dana zakat yang diberikan. Pada pendistribusian ini Badan AMI
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara menyalurkan
zakat kepada mustahig yang berhak menerimanya baik secara konsumtif
yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh mustahiqg dan
pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan
produktif untuk meingkatkan taraf hidup mereka. Bantuan konsumtif
adalah bantuan langsung yang diberikan kepaada para masyarakat yang
berhak menerima bantuan. Program bantuan konsumtif ini pihak Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara memberikan
kepada 10 kepala rumah tangga dalam satu kelurahan se Kabupaten
Banjarnegara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara
untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
memiliki beberapa program pendayagunaan untuk memberdayakan
perekonomian seorang mustahiq. Program pemberdayaan tersebut

diantaranya ialah program produktif. Program pemberdayaan ini



61

diharapkan untuk membantu sseorang mustahiq dapat memiliki usaha
mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan produktif adalah
bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada mustahiq,
dengan adanya bantuan ini mustahig dapat mengembangkan
kemampuannya agar mampu keluar dari kesenjangan sosial.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang
halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara
yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Kabupaten Banjarnegara
memiliki potensi yang cukup besar mengenai pengelolaan zakat. Saat
ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara
masih mengoptimalkan zakat profesi dari pegawai negeri sipil (PNS) di
Kabupaten Banjarnegara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Banjarnegara diharapkan mampu mengelola zakat profesi
dengan baik, melihat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten
Banjarnegara sebanyak 7451 orang yang beragama Islam.

Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Banjarnegara sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
kepada Aparatur Sipil Negara di tiap kantor atau instansi. Dengan
adanya sosialisasi BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS)
mengharapkan kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakatnya dan
membantu masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Untuk
memudahkan pelayanan zakat maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat
(UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dengan tugas melayani muzaki yang menyerahkan
zakatnya. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini dilakukan
disetiap desa, kelurahan, dan instansi dengan tujuan untuk melakukan
pengumpulan zakat, infak, sedekah di unit masing-masing dengan
menggunakan formular yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dan hasilnya diberikan kepada bagian pengumpul

zakat.
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Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) sudah memahami dalam hal
berzakat, melihat dari golongan dia berhak atau diwajibkan
mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Sebagaimana yang
diungkapkan Muhammad dalam bukunya mengatakan pendapatan dari
hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta.
Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau relatif ada
pemasukan atau pendapatan yang diterima secara periode atau
perbulannya. Penulis menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran
pegawai negeri sipil (PNS) dalam hal berzakat, meskipun sudah ada
beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang mulai menyadari akan

pentingnnya berzakat.

. Upaya yang dilakukan BAZNAS Banjarnegara dalam

meningkatkan kualitas kesadaran berzakat
Kualitas Kesadaran masyarakat Banjarnegara khususnya para pegawai
negeri sipil (PNS) untuk membayar zakat masih kurang maksimal
karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk membayar zakat
profesi. Untuk meningkatkan kualitas kesadaran tersebut Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara memiliki cara dan program
yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran berzakat. Bapak
Toyib selaku staff Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banjarnegara
mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Banjarnegara adalah dengan 2 cara yaitu sebagai berikut :
a. Edukasi
Melalui cara edukasi yang seperti memberikan wawasan tentang
pengertian zakat itu apa, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat,
dan juga memberitahukan dampak atau manfaat dari mengeluarkan
zakat itu sendiri kepada masyarakat agar tahu dan tergerak utuk
berzakat.
b. Sosialisasi dengan tatap muka dalam bentuk pertemuan dengan para
calon muzaki yang difokuskan pada pegawai negeri sipil (PNS),

alasan kenapa masih pada pegawai negeri sipil (PNS) karena
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amanah dari pimpinan daerah bahwasannya untuk tahap-tahap awal
ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Banjarnegara di fokuskan di pegawai negeri sipil (PNS) dulu karena
pemerintah daerah inginnya pegawai negeri sipil (PNS) jadi teladan
bagi masyarakat sehingga menjadi contoh dalam hal pembayaran
zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebenarnya
zakat pada masyarakat sudah dimulai oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dengan sudah membentuk Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) ditingkat desa, tetapi masih tahap pailoting, tahap
pailot hanya saja masih beberapa saja yang dikumpulkan dan bentuk
Unit Pengelola Zakat (UPZ) dari pembentukan tersebut maka kita
akan tau bagaimana kinerja nya seperti apa akan menjadi
percontohan desa-desa lain.

Sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi ini dilakukan
dengan membuat poster, pamflet, update program di sosial media,
sebenarnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri sudah
mempunyai website yang berisikan gambaran seputar Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Banjarnegara sudah cukup maksimal tetapi masih banyak
muzaki khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten
Banjarnegara belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Tetapi
ada beberapa program yang sudah terealisasi di BAZNAS Kabupaten
Banjarnegara. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya,
program produktif dan Baznas Kabupaten Banjarnegara telah
memberdayakan perekonomian beberapa mustahik menjadi lebih produktif,
bahkan ada beberapa mustahik saat ini telah berubah peran menjadi seorang

muzaki.

Zakat profesi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara belum efektif. Hal ini disebabkan
karena minimnya kesadaran para pegawai negeri sipil (PNS) tentang sistem
pengeluaran zakat profesi. Meskipun setiap tahunnya muzaki mengalami

peningkatan tetapi belum maksimal.

Untuk meningkatkan kualitas kesadaran berzakat Baznas Kabupaten
Banjarnegara memiliki dua upaya yang dilakukan antara lain melalui cara
edukasi yang seperti memberikan wawasan tentang pengertian zakat itu apa,
syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat, dan juga memberitahukan dampak
atau manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri kepada masyarakat agar
tahu dan tergerak untuk berzakat. Selain itu melalui sosialisasi dengan tatap
muka dalam bentuk pertemuan dengan para calon muzaki yang difokuskan
pada pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu juga dengan sosialisasi melalui
media sosial, sosialisasi ini dilakukan dengan membuat poster, pamflet,

update program di sosial media.
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B. Saran

1.

Untuk Lembaga

a. Untuk BAZNAS agar cepat membentuk unit pengelola zakat (UPZ)
pada tingkat desa agar dalam proses pengelolan zakat profesi ini
tidak hanya pada pegawai negeri sipil (PNS) saja melainkan juga
pada tingkat non pegawai negeri sipil (PNS).

b. Dalam pola manajemen BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
diperlukan orang-orang yang kredibel serta jumlah pengurus
ditambah karena Kabupaten Banjarnegara merupakan Kabupaten
yang luas sehingga dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan dapat dilaksanakan secara cepat dan tanggap.

Untuk Akademis
Untuk akademis semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan rujukan dan informasi mengenai zakat profesi.

Untuk peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih memahami dan

mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang berkaitan dengan

pengelolaan zakat profesi.
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Lampiran-Lampiran

. Pedoman wawancara
. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kabupaten Banjarnegara?
. Apakah saat ini sudah muncul kesadaran masyarakat untuk membayar zakat

profesi?

3. Bagaimana struktur organisasi pada Baznas Kabupaten Banjarnegara?

. Apa saja Visi dan Misi Baznas Kabupaten Banjarnegara?

Seberapa besar potensi zakat khususnya zakat profesi di Baznas
Banjarnegara saat ini?

Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program-program Baznas? Adakah
peningkatan jumlah muzakki zakat profesi pada setiap tahunnya?

. Apa saja program kerja Baznas Kabupaten Banjarnegara?

. Bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di Baznas Kabupaten
Banjarnegara?

. Bagaimana upaya Baznas Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan

kualitas kesadaran berzakat?

. Transkrip Wawancara

No Pertanyaan Jawaban
1.| Bagaimana sejarah Gini mba, sebelum bernama Baznas
berdirinya Baznas bernama Bazda Kabupaten
Kabupaten Banjarnegara dengan SK Nomor
Banjarnegara? 451.1/322  tahun 2000 tentang

pembentukan  badan amil zakat
Kabupaten Banjarnegara pada tahun
2002 diadakan perubahan struktur
kepengurusan Baz dengan SK Bupati

Banjarnegara Nomor 451/275 tahun
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2002 pengumpulan danapun mulai

dilaksanakan.

.| Apakah saat ini sudah
muncul kesadaran
masyarakat untuk
membayar zakat

profesi?

Di Banjarnegara sendiri mba, masih

kurangnya kesadaran untuk

membayarkan zakat profesi pada

Baznas. Namun demikian ada juga

sudah membayar melalui

yang
lembaga lain atau langsung kepada

mustahik.

.| Bagaimana struktur

organisasi pada Baznas

Untuk struktur organisasi di Baznas

Kabupaten Banjarnegara sendiri terdiri

Kabupaten dari ketua dengan 4 wakil nya serta
Banjarnegara? para staff.

.| Apa saja Visi dan Misi | Untuk  visi = Baznas  Kabupaten
Baznas Kabupaten Banjarnegara adalah “menjadi lembaga
Banjarnegara? utama menyejahterakan umat di

Kabupaten = Banjarnegara.”  Dan

memiliki 9 misi mba.

.| Seberapa besar potensi
zakat khususnya zakat
profesi di Baznas

Banjarnegara saat ini?

Untuk potensi zakat profesi sendiri
mba sudah banyak potensi nya namun
kesadaran  untuk

masih  kurang

membayarkannya.

.| Sejauh mana
keberhasilan
pelaksanaan program-
program Baznas?
Adakah peningkatan
jumlah muzakki zakat
profesi pada setiap

tahunnya?

Untuk program-program kerja di
Baznas sudah banyak yang berhasil
mba dan masyarakat sangat antusias
dengan program Baznas. Dan untuk
peningkatan jumlah muzaki
alhamdulillah selalu ada peningkatan

jumalah muzaki.
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.| Apa saja program kerja
Baznas Kabupaten

Banjarnegara?

Baznas Kabupaten memiliki 5 program
kerja mba, ada banjarnegara taqwa

banjarnegara  sehat,  banjarnegara

banajrnegara cerdas,

tanggap,

banajrnegara Makmur.

.| Bagaimana pengelolaan
zakat profesi yang ada
di Baznas Kabupaten

Banjarnegara?

Dalam pengelolaan dana zakat Baznas
Kabupaten Banjarnegara  terdapat
pengumpulan, pendistribusian dana
zakat . Didalam pengumpulan juga dari
kita menyiapkan strategi yang tepat
salah satunya bekerjasama dengan
instansi pemkab Banjarnegara. Dalam
penyaluran, dana zakat disalurkan
kepada para mustahik yang berhak

menerimanya.

.| Bagaimana upaya
Baznas Kabupaten
Banjarnegara dalam
meningkatkan kualitas

kesadaran berzakat?

Upaya yang kami lakukan dalam

meningkatkan  kesadaran  berzakat
adalag dengan melalui edukasi dan

sosialisasi.




Kantor Baznas Kabupaten Banjarnegara

Bagan Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Banjarnegara
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Conter Pelayanan dan Perhitungan Zakat

Pimpinan Baznas Kabupaten Banjarnegara



Wawancara dengan Bapak Toyib
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